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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba‘ b -
< Ta' t -
Lo sa s s (dengan titik di atas)
d jim i ;
d ha h h (dengan titik di bawah)
'C kha' kh -

) dal d -

3 zal z 7 (dengan titik di atas)
B ra‘ r -

B zai z -
s sin ] -
s syin sy -

Vil



P sad s s (dengan titik di bawah)
P dad d d (dengan titik di bawah)
b 17 t t (dengan titik di bawah)

&
LN
=y
™

z (dengan titik di bawah)

C ‘ain koma terbalik
f:_ gain g -
o 7 f .
S gaf o] -
4 kaf k _
J lam i -
¢ mim m -
J nun n -
9 wWawu W -
— ha’ h -
apostrof  (tetapi  tidak
s hamzah ’ dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
& ya y -
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.
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a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
_— Fathah a a
— Kasroh i i
2
S Dammah u u
Contoh:
<5 - kataba 24 - yazhabu
Jew surila S5 - Zukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& / Fathah dan ya ai adani
S / Fathah dan wawu au adan u
Contoh:
Jﬂf - kaifa J}fb- haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

R e Fathah dan alif atay alif” a a dengan garis di atas
Maksurah
& Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
5
S dammeh dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:
u‘g - gala J:é - gila
s*) - Tama J &~ yaqulu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).
b. Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

(h)
Contoh: a>lb. Talhah
¢. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah ditkuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: & 45 3 - raudah al-Jannah



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah
itu.

Contoh: L: _ - rabbana

;w' - nu’'imma
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu “U\”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh

gamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : J:—;Jg ~ar-rajulu

-

RV — as-sayyidatu

-

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf gamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang

xi



ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda
sambung (-) '

Contoh: f»-wﬁ - al-qalamu I -al-jalalu

@%ﬁ - al-badi’u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun itu hanya berlaku bagi hamzah vang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh :

e - syai'un < 4l - umirty

9}255 - an-nau’y Qj.b'-‘d - ta’khuzima

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat vang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

‘O
%,

‘%
£

V Ol9 - Wa innallzha lahuwa khair ar-razigin
ol J.‘:‘:Lg' b, ngj‘ | j-9 jié - Fa ‘aufu al-kaila wa al-mizana
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10.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan Juga. Penggunazan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

J sy Y Ltls 9 ~ wa ma Muhammadun illa Rasl

u»:w &,bj Sl Jﬁ Ol - inna awwala baitin wudi’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat vang dihilangkan, maka

huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :
s CJB 3 Y P 2 - nagrun minallahi wa fathun garib
RN Y - lillahi al-Maru jami’an
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Masalah tanah hingga dewasa ini mempunyai kedudukan yang sangat penting,
baik untuk pertanian, perkebunan, usaha ataupun sebagai jaminan hutang. Nilai tanah
selalu  mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan bertambah  pesatnya
perkembangan penduduk dan kebutuhan umum yang semakin meningkat. Tanah
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan saja sangat penting bagi hidup
manusia, tetapi hingga pada ajalnya-pun manusia membutuhkan tanah untuk
mengebumikannya.

Kepemilikan tanah menjadi salah satu permasalahan utama dalam bidang
pertanahan. Kekuatan kepemilikan dapat merubah padang ilalang menjadi kebun.
Oleh karena itu cara perolehan kepemilikannya juga merupakan permasalahan yang
cukup penting dan menarik untuk diteliti. Pada masa kini, banyak sekali orang-orang
yang nmenghalalkan segala macam cara untuk memperoleh  sesuatu  yang
diinginkannya. Demikian pula dengan tanah yang nilai ekonominya semakin
meningkat pada tiap tahunnya.

Daluwarsa sebagai salah satu cara perolehan kepemilikan tanah adalah hal
yang cukup menarik untuk dikaji berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam
Islam, daluwarsa lebih dikenal sebagai salah satu cara untuk membatalkan kesaksian
dalam suatu perkara pidana. Sedangkan untuk perkara perdata khususnya mengenai
perolehan hak milik dengan cara daluwarsa kurang mendapat perhatian di mata
pemerhati hukum Islam. Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada penyusun
untuk mengangkat permasalahan daluwarsa kaitannya dengan kepemilikan tanah
dalam perspektif hukum Islam.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian preskriptif yang memberikan
penilaian terhadap suatu hal maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah
sesuai atau tidak, baik atau buruk, menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip hukum
Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa daluwarsa
dalam Islam boleh dijadikan sebagai salah satu cara perolehan kepemilikan. Hanya
saja kepemilikan tidak sempurna.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat tergantung
pada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha sebagian terbesar yang bersifat agraris
sehingga tanah merupakan tumpuan harapan bagi rakyat guna dapat melangsungkan
tata kehidupannya.'! Masalah tanah di negara Indonesia hingga dewasa ini, baik di
desa maupun di kota-kota pada umumnya tanah mempunyai kedudukan yang sangat
penting, apakah tanah itu untuk pertanian, perkebunan, usaha dan dijadikan jaminan
utang, terutama dewasa ini tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi. Tentu saja ini
disebabkan bertambah pesatnya perkembangan penduduk dan kebutuhan umum yang
bertambah meningkat. Memang tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa,
bukan saja sangat penting untuk hidup manusia, tetapi sampai pada ajalnya-pun
manusia membutuhkan tanah untuk mengebumikannya.

Masalah  pemilikan = tanah sangat penting, karena keberhasilan dan
kemakmuran dalam pertanian tergantung pada penyelesaian secara adil dan bijaksana.

Menurut Sir Arthur Young, sebagaimana dikutip oleh Afzalur Rahman, kekuatan

"Harun ar-Rasyid, Sekilas tentang Jual Beli Tanah: Berikut Peraturan-peraturannya
(Jakarta: Ghalia, 1987), hlm.13

“Sochadi, Penyelesaian Sengketa atas Tanah: Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok
Agraria (Surabaya: Karya Anda, t.t), him. 13



kepemilikan dapat merubah padang ilalang menjadi kebun. Hal ini berarti
kepemilikan dapat meningkatkan hasil berlipat ganda, pertanian maju dan orang-
orang menjadi makmur.’

Kerajaan Inggris dan beberapa negara Eropa telah mengakui hak individu atas
tanah miliknya, beberapa negara Asia telah memberikan hak mewarisi, membeli dan
menjual kepada pemilik tanah tapi memberikan hak kepemilikan tertinggi kepada
negara. Selain itu, di Rusia dan Cina, hak kepemilikan para pemilik tanah telah
dicabut dan tanah dinyatakan sebagai milik negara.

Islam menengahi kedua pola ekstrim tersebut di atas yaitu dengan tetap
memberikan kepemilikan tertinggi ke tangan negara tapi tetap memberi hak
penggunaannya, pembelian dan penjualannya bahkan mewariskan kepada pemegang
tanah. Untuk tujuan tersebut pemegang tanah diakui sebagai pemilik tanah; tetapi hak
kepemilikannya sangat terbatas karena negara Islam berhak mengambil alih tanah
tersebut jika dianggap itu yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.”

Menurut al-Qur’an, tanah,langit, bumi dan segala isinya menjadi milik Allah.
Dengan kata lain, tanah merupakan karunia Allah yang tidak terikat dan bersifat
universal, sama halnya air, udara, sinar matahari dan lain-lain; dan semuanya
diperuntukkan untuk dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat.

Sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an:

> Afzalur Rahman, Dokirin Ekonomi Islam Jilid Il alih bahasa Soeroyo, Nastangin
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), him. 309

* Ibid., him 311
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Maka tidak mengherankan jikalau terjadi perselisihan tanah, salah satu
penyebab perselisihan tersebut adalah masalah cara mendapatkan kepemilikan tanah.
Banyak sekali kasus-kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, misalnya kasus
penggusuran rumah dan kios di daerah Selokan Mataram Yogyakarta. Ada beberapa
warga yang telah menempati tanah itu selama lima belas tahun tanpa ada yang
mempersoalkannya, namun dengan dalih mengganggu tata kota maka penggusuran
itupun tetap dilakukan.” Selain itu kasus tanah Gajah Wong yang dulunya merupakan
tanah tandus yang kosong kemudian dimakmurkan oleh beberapa orang dalam waktu

yang cukup lama (lebih dari 10 tahun) namun tetap saja tidak diakui kepemilikan

ALA’raf (7): 128
® Ali Tmran (3):14

"Muchlis Ts, “Pengen Ketemu Bupati,” Sinergia, Vol. IX, No. 1, (Maret-April 2004), him. 15




tanahnya.® Kasus-kasus mengenai perolehan hak milik atas tanah di atas hanya
merupakan sebagian kecil dari realitas yang terjadi di masyarakat. Wong Cilik selalu
saja tertindas oleh peraturan-peraturan yang tidak pernah memihak kepada mereka.
Adanya berbagai peristiwa tersebut mendorong penyusun untuk mengupas lebih
dalam mengenai perolehan hak milik atas tanah khususnya dengan cara daluwarsa.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
dengan KUH Perdata), terdapat salah satu alasan perolehan hak yaitu dengan cara
daluwarsa. Daluwarsa di sini merupekan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas
Syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.’

Daluwarsa ada dua macam. Pertama, daluwarsa akuisitif, yaitu dengan
lewatnya waktu dan dipenuhunya Syarat-syarat tertentu seseorang akan memperoleh
hak tertentu. Kedua, daluwarsa ekstintif, yaitu dengan lewatnya waktu dan syarat-
syarat tertentu maka akan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Dari uraian tersebut,
daluwarsa menurut hukum di Indonesia dapat menimbulkan hak milik,
menghapuskan hutang, atau membebaskan seseorang dari suatu tuntutan. Lampaunya

waktu juga dapat menghapus hak seseorang.

8 Wardi, “Konversi IAIN-UIN,” Paradigma, Vol. X1, No. 3, (Maret 2004), him. |

? Pengertian daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku 1V Bab VI
Pasal 1946



Sedangkan dalam hukum Islam, menurut Ahmad Azhar Basyir, ada lima cara

penguasaan hak dan kelimanya tidak ada yang menyebutkan bahwa daluwarsa

merupakan salah satu cara penguasaan hak dalam Islam.

adalah:

Lima cara yang diperbolehkan untuk memperoleh hak milik sempurna itu

S

- Menguasai benda-benda mubah atau benda-benda bebas yaitu benda-

benda yang belum dimiliki seseorang dengan jalan menghidupkan tanah

mati, berburu, menguasai harta karun dan tambang.

. Perikatan (gkad) pemindahan milik

Warisan dan hak-hak keagamaan lainnya

Syuf"ah; dapat terjadi dalam syirkah milik apabila ada salah seorang
anggota perikatan telah menjual haknya atas harta perikatan kepada orang
lain tanpa izin para anggota, maka para anggota lain berhak membeli
dengn paksa hak anggota yang telah dijual itu dengan harga pantas.

Igta’ (pemberian hak guna pakai oleh pemerintah dan hadiah-hadiah

lain)."”

Selain kelima cara perolehan kepemilikan tersebut di atas, Islam mengajarkan

kepemilikan tanah melalui 74ya’ al-Mawat (menghidupkan tanah mati). Hal ini

diperkuat dengan adanya hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari ‘Urwah, dari ‘ Aisyah:

hlm.55

Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam {Yogyakarta: BPFE, 1987),
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Para fuqaha berselisih pendapat mengenai harus ada dan tidaknya izin Imam
(Kepala Negara) atau wakil-wakilnya, untuk menghidupkan tanah mati itu. Abu
Hanifah mengharuskan ada izin Imam, pendapat ini lebih dapat menjamin ketertiban
dan keadilan dalam pemilikan tanah mati sebab apabila untuk menghidupkan tanah
matl itu dibebaskan tanpa izin Imam, mereka yang berkemampuan materiil sajalah
yang akan memperoleh kesempatan lebih banyak untuk menguasai tanah-tanah mati
itu tanpa ada batasan waktu atau syarat-syarat lain yang seharusnya dipenuhi oleh
pengelola tanah yang akan menjadi pemilik tanah.

Ketentuan harus ada izin Imam untuk menghidupkan tanah mati, akan
memberi kesempatan pengaturan-pengaturan selanjutnya. Kapan suatu tanah mati
sudah dipandang dihidupkan seseorang, amat bergantung pada adat kebiasaan
setempat dan tujuan menghidupkan tanah mati.'?

Berdasarkan pemaparan mengenai daluwarsa di Indonesia yvang tercantum
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku IV, bahwasanya daluwarsa bisa
menjadi salah satu alasan perolehan hak milik. Akan tetapi sejauh pengamatan awal

penyusun, di dalam Islam tidak terdapat cara perolehan hak milik dengan cara

%

" Al-Asqalani, Bulugdl Maram, alih bahasa M. Mahfuddin Aladip (Semarang: Toha Putra,
t.t), him. 461

“Ahmad Azhar Basyir, 4sas-asas Hukum z’%z)amczlah (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta:
UII Press, 2000}, him. 58-60



daluwarsa. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian berbentuk
skripsi dengan judul “DALUWARSA SEBAGAI ALASAN PEROLEHAN HAK

MILIK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, persoalan yang ingin
penyusun cari pemecahannya adalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai daluwarsa, jika dijadikan

alasan perolehan hak milik atas tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan
I. Tujuan Penelitian
Memberikan penilaian terhadap kepemilikan tanah melalui daluwarsa dalam
perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang konsep
daluwarsa sebagai salah satu cara memperoleh hak milik atas tanah dalam
hukum Islam
b. Menambah wawasan dan kajian mengenai landasan hukum pemilikan

tanah melalui daluwarsa dalam Islam



D. Telaah Pustaka

Untuk  mendukung penelaahan yang lebih mendetail, seperti telah
dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk
melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai
relevansi terhadap topik yang ingin diteliti.

Sepanjang pengetahuan penyusun, telah banyak karya yang membahas
masalah cara memperoleh hak milik dalam Islam, namun pembahasan secara khusus
mengenali konsep daluwarsa sebagai salah satu cara memperoleh hak milik atas tanah
dalam Islam belum ada. Walaupun demikian ada beberapa buku yang dapat dijadikan
bahan perbandingan maupun rujukan.

Al-Hayazah wa at-Tagadum 7 al-Figh al-Islami merupakan rujukan primer
dalam penyusunan skripsi ini. Sebuah kitab karya Muhammad Abdul Jawad

Muhammad ini mengulas tentang perkembangan serta dasar hukum daluwarsa dari

~
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masa ke masa.’

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul al-Figh al-Islami wa
Adillatuh juga menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Kitab ini memuat
tentang cara-cara perolehan kepemilikan. Salah satu cara perolehan kepemilikan

tersebut adalah dengan daluwarsa. ™

" Abdul Jawad Muhammad, al-Hayazah wa at-Tagadum £ al-Figh al-Islami (Iskandariyah:
al-Ma’arif, 1977)

" Wahbah az-Zuhaill, al-Figh al-Islam? wa Adillatul (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)




Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), karya Ahmad Azhar
Basyir. Dalam buku ini terdapat bermacam-macam bahasan tentang hukum
muamalah, termasuk mengenai hak milik. Menurut buku ini ada empat cara yang sah
untuk memperoleh milik sempurna.”” Sedangkan cara perolehan hak milik melalui
daluwarsa belum termaktub dalam buku ini.

Masduha Abdurrahman dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas Hukum
Perdata Islam (Figh Muamalah) memaparkan tentang hak kepemilikan tanah serta
pembagian pemilikan. Buku ini juga menjelaskan tentang penguasaan benda-benda
mubah (bebas) dengan cara menghidupkan tanah mati ([hya’al-Mawat).

Pengantar Figh Muamalah, yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam
pengantarnya memaparkan bahwa “masalah-masalah yang berkenaan dengan teori-
teori agad (perikatan), teori-teori hak, teori-teori milik dan teori-teori yang masuk ke
dalam bidang-bidang hukum perikatan masih belum begitu dipecahkan secara khusus
dan terperinci.” Oleh karena itu buku ini memuat beberapa teori milik yang dapat
dijadikan bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Sebuah buku bertajuk Garis Besar Sistem Ekonomi Islam yang disusun oleh
Ahmad Azhar Basyir memaparkan teori penguasaan hak milik dalam Islam, baik itu
hak milik dalam al-Qur’an, hak milik perseorangan dan juga hak milik masyarakat.
Konsep penguasaan hak milik itulah yang dapat dijadikan  referensi dalam

penyusunan skripsi ini.

S Ibid,
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Afzalur Rehman dalam bukunya Dokerin Ekonomi Islam Jilid 2, yang telah
dialihbahasakan oleh Soeroyo dan Nastangin ini memuat beberapa teori mengenai
tanah yaitu pembagian tanah, cara-cara pengolahannya hingga masalah kepemilikan
tanah. Tentunya hal-hal tersebut dapat membantu penyusun dalam penyusunan
skripsi ini.

Menurut Abdul Manan, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek
Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam) mengungkapkan bahwa dalam definisi
Ekonomi Islam modern, Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi yang
pemanfaatannya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Muhammad Mahmud Bably dalam bukunya Kedudukan Harta dalam
Pandangan Islam, yang sudah dialihbahasakan oleh Abdul Fatsh Idris menyatakan
bahwa harta dalam Islam —termasuk di dalamnya tanah— merupakan sesuatu yang
sangat dianjurkan untuk dimiliki, namun cara pemilikan, penggunaannya harus sesuai
dengan petunjuk dari Allah SWT. Selain dalam buku ini disebutkan bahwa manusia
mempunyai kekuasaan atau kepemiliklan harta secara umum, segala sesuatu bisa
dimiliki oleh manusia akan tetapi nantinya akan kembali juga kepada pemilik yang
hakiki yaitu Allah SWT. Sayangnya dalam buku ini tidak menjelaskan secara
mendetail bagaimana cara kepemilikan harta dalam Islam.

Maria S.W. Sumardjono, dalam kumpulan tulisannya yang dibukukan dengan
Jjudul Kebjjakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi menyatakan bahwa
kasus-kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat makin beragam sehingga

diperlukan adanya kejelasan ataupun kepastian hukum mengenai pertanahan.
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Sedangkan undang-undang pertanahan (UUPA) yang berlaku sekarang ini masih juga
dipertanyakan relevansinya, sehingga masih diperlukan adanya amandemen, revisi
atau apapun namanya yang intinya memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.
Penyelesaian Sengketa tentang Tanah sesudah Berlakunya Undang-undang
Pokok Argaria, yang disusun oleh Soehadi, juga membenarkan bahwasanya dengan
berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat maka kebutuhan masyarakat akan
tanah juga meningkat sehingga kasus-kasus persengketaan tanah ikut mengalami
peningkatan. Sebab disadari atau tidak, tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital

bagi manusia baik pada saat masih hidup maupun ketika ajal menjemput.

E. Kerangka Teoretik

Islam mengajarkan bagaimana cara memperoleh hak milik atas harta benda
yang akan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya; diajarkan pula bagaimana
hubungan hukum antara harta benda dengan individu dan masyarakat mengenai hak
milik atas harta benda; diajarkannya pula bagaimana hak-hak manusia vang timbul
dari usahanya memperoleh hak milik atas harta benda.'®

Hak milik atas benda adalah satu fenomena = yang senantiasa ada, hingga

dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Setiap

"®Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islom (Yogyakarta: BPFE, 1987). him.



manusia pasti mempunyai naluri untuk memiliki segala sesuatu yang dirasakan
menjadi kebutuhan hidupnya, bahkan juga naluriah senang menumpuk kekayaan.

Umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu yang merupakan
pembawaan naluriah manusia itu adalah hak alami, hak kodrati, atau hak asasi
manusia yang wajib dihormati dan dilindungj.

Al-Qur’an yang merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia (rahmatan Kl
‘alamin) juga mengatur tentang hak milik, baik hak milik mutlak Allah maupun hak

milik manusia. Ayat-ayat mengenai hak milik tersebut diantaranya:

Y
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Dalam Islam, macam milik ada dua:
1. Hak milik sempurna (milik atas zat benda dan manfaatnya)
2. Hak milik tidak sempurna (milik salah satu dari keduanya; benda saja atau
manfaatmya saja)
Ciri-cirt milik sempurna:

a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu

"7 Al-Maidah (5) 1120

'8 Al-Bagarah (2); 188
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b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan

melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan

keinginannya.

Milik tidak sempurna ada tiga macam:

a.

b.

Milik atas zat bendanya saja (raqabah) tanpa manfaatnya

Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat
perorangan

Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang

disebut hak-hak kebendaan.!”

Menurut az-Zuhaili, ada tiga cara untuk memperoleh hak kebendaan ini,

yaitu:

I.

Perserikatan umum

Perserikatan umum atau ketjasama umum yang dimaksud di sini adalah
Kerjasama yang dibolehkan dalam syara’ dan menguntungkan pihak-pihak
yang berserikat.

Persyaratan dalam akad

Persyaratan dalam akad hak kebendaan ini sama dengan persyaratan yang

terdapat pada pembeli pada akad jual beli.

®Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, him. 48-49
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3. Daluwarsa
Daluwarsa bisa digunakan untuk memperoleh hak kebendaan terhadap
benda tak bergerak (termasuk tanah) dari waktu lampau yang tidak
diketahui manusia kapan penetapannya.”’

Menurut Mustafa Husni as-Siba’i dalam bukunya Kehidupan Sosial menurut

Islam yang telah dialihbahasakan oleh M. Abda’i Ratomy, manusia memperoleh
kuasa dari Allah dan dibenarkan memiliki sesuatu yang diperolehnya, menurut Islam
ada dua macam jalan yaitu:

1. Dengan jalan hibah (pemberian), hadiah, wasiat atau pembagian pusaka
(warisan). Jalan ini tentulah tidak dengan usaha atau bekerja. Inilah jalan
yang dibenarkan oleh syari’at dan agama bahkan aliran perekonomian
Islam.

2. Dengan jalan berusaha dan bekerja, bagaimanapun caranya diperbolehkan
dalam Islam, kecuali dengan cara-cara di bawah ini:

a. Dengan cara penganiayaan, oleh sebab itu Islam mengharamkan riba
(membungakan harta), berjudi, berspekulasi, penimbunan, perampasan
serta mencuri dan lain-lain yang merugikan orang lain.

b. Penipuan yaitu pengelabuhan mata seperti dalam jual-beli yang
menutupi cela benda yang dijual dan berdusta dalam memberitahukan

harga pokok.

*" Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), IV: 68



15

c. Sifatnya membahayakan, baik pada perorangan atau kepada
masyarakat ataupun kapada keamanan Negara secara umum.”’
Setelah mengetahui beberapa teori hak milik yang dipakai dalam penelitian
ini, maka perlu pula diketahui status tanah yang menjadi obyek penelitian ini.
Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, benda terbagi menjadi
dua: benda tetap dan benda bergerak.” Tanah dapat digolongkan dalam benda tetap.
Menurut Imam al-Kasani, tanah dibagi menjadi dua:
1. Tanah vang sudah dimiliki
2. Tanah yang belum dimiliki dan boleh dimiliki®®
Tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah, menurut figh Islam ada dua
macamn:
L. Istila” : Penguasaan tanah melalui perang atau pembebasan atau cara
pendudukan lain tanpa kekerasan
2. Istigrar. Penguasaan melalui pewarisan secara turun-temurun atau alih

e . . . . . . 24
milik dari orang lain dengan jual beli, dan lain sebagainya

H Mustafa Husni as-Siba’i, Kehidupan Sosial menurut Islam, alih bahasa M. Abda'i Ratomy,
cet. I (Bandung: Diponegoro. 1998), him. 158

ZAhmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalar, him. 42

B Al-Kasani, Badai’ as-Sanai’ f Tartib asy-Syarai’, cet. | (Mesir: Maktabah al-Jamaliyah, t.0),
him. 192

# Tolhah Hasan, Figh Pertanahan dalam Masdar F. Mas’udi (e.d) Teologi Tanah, cet. |
(Jakarta: P3M, 1994), hlm. 92
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Menurut  as-Sayuti cara-cara yang dibolehkan untuk memperoleh hak milik
perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Ihya’ al-Mawat

2. Warisan

3. Hibah

4. Pertukaran (jual beli)

5. Wasiat
6. Wakaf

7. Ganimah
8. Sedekah
9. Igta’

10. Tapjir”

Berdasarkan beberapa teori hak milik dan teori tanah tersebut di atas dapat
diambil kesimpulan bahwa daluwarsa termasuk salah satu cara untuk memperoleh
hak kebendaan. telah diketahui bahwa hak kebendaan termasuk hak milik tidak
sempurna dan hak kebendaan ini juga berlaku bagi benda tetap. Dalam teori

mengenai tanah, tanah termasuk benda tetap atau benda tidak bergerak.

»As-Sayiti, Al-Asybah wa an-Nazair, cet. 1 (Beirut: Mu'asasah al-Kutubi as-Sagafih,
1994M/1415H), him. 397
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian puataka (library
research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber
datanya.”®
2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah preskriptif yaitu pemaparan vang diawali dengan
menggambarkan tema-tema umum seperti daluwarsa dalam Islam dan cara
perolehan hak milik atas tanah dalam Islam. Dari kedua variabel tersebut
dianalisis untuk kemudian diberikan penilaian mengenai cara perolehan hak milik
atas tanah dengan cara daluwarsa.
3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif,
yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah sesuai atau tidak, baik atau
buruk, menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya
muamalah.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara penelaahan pustaka yang sesuai dengan pokok
pembehasan. Karena kajian ini menggunakan pendekatan normative, maka
sumber data primer lebih diutamakan yaitu ayat al-Qur’an ataupun hadis yang

berkaitan dengan konsep penguasaan hak milik dalam Islam serta konsep

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9
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daluwarsa dalam Islam. Karya-karya mengenai cara perolehan hak milik atas
tanah dalam hukum Islam serta daluwarsa dalam Islam juga menjadi sumber
primer. Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: al-Figh al-Islami
wa Adillatub}?’ al-Hayizah wa at-T. agadum 17 al-Figh al-Is/lami”® Asas-asas
Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).”’ Adapun data sekunder yaitu data
tambahan yang membahas tentang daluwarsa dan cara perolehan hak milik atas
tanah. Data sekunder tersebut adalah kajian-kajian yang membahas tentang
daluwarsa dan cara perolehan hak milik atas tanah.
5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduksi,
yaitu berangkat dari norma hukum Islam dijadikan pedoman dalam menilai
daluwarsa sebagai alasan perolehan hak milik atas tanah. Hasil penilaian berupa

ketentuan khusus, yaitu berupa ketetapan hukum boleh atau tidak boleh.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan

penutup. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

* Wahbah az-Zulaill, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
¥ Abdul Jawad Muhammad, al-Hayazah wa at-Tagadum £ al-Figh al-Islami (Iskandariyah:
al-Ma’arif, 1977)

¥ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) (Yogvakarta:
Ull Press, 2000)
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Pendahuluan

Bagian pendahuluan terdiri dari satu bab, yaitu bab pertama yang meliputi
latar belakang masalah yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar
atau yang mendukung timbulnya permasalahan yang diteliti serta memperjelas
alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang menarik dan
penting untuk  dteliti. Pokok masalah yang berisi pokok masalah dari
penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian yang di dalamnya terdapat
tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Telazh pustaka yang menerangkan
berbagai literatur dengan topik yang relevan. Kerangka teoretik yang berisi
berbagai teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Metode
penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data
kemudian menganalisisnya, dan sistematika pembahasan yang mencerminkan
alur berpikir penuyusun dalam penyusunan skripsi ini.

Isi

Bagian isi terdiri dari tiga bab yaitu bab II, bab III, dan bab IV. Untuk
menganalisis daluwarsa sebagai alasan perolehan hak milik atas tanah dalam
perspektif hukum Islam maka terlebih dahulu diberikan gambaran umum
tentang daluwarsa dalam Islam. Gambaran umum tersebut, meliputi
pengertian, dasar hukum, tenggang waktu serta syarat-syarat perolehan
kepemilikan dengan alasan daluwarsa. Sehingga gambaran umum mengenai
daluwarsa penyusun paparkan pada bab II. Selanjutnya pada bab III akan

dipaparkan gambaran umum mengenai hak milik dan cara perolehannya
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dalam Islam. Kedudukan daluwarsa kaitannya dengan cara perolehan
kepemilikan juga tersaji pada bab III ini. Kemudian bab IV memaparkan
analisis kebolehan atau ketidakbolehan daluwarsa jika menjadi salah satu
alasan perolehan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum Islam.

. Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dalam rangka menjawab

pokok masalah dan saran-saran yang merupakan harapan-harapan penyusun.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui telaah terhadap beberapa pembahasan tentang daluwarsa

Sebagai alasan Perolehan Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam,

dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok masalah di atas sebagai berikut:

I.

Lad

Menurut hukum Islam, kedudukan daluwarsa yang dalam Islam dikenal
dengan istilah ar-Tagadum termasuk salah satu cara atau sebab kepemilikan.
Hanya saja daluwarsa bukan menjadi sebab kepemilikan sempurna.
daluwarsa termasuk dalam cara perolehan hak kebendaan atau dalam Islam
dikenal dengan istilah hak irtifag, vang mana hak irfifag ini termasuk
macam kepemilikan tidak sempurna.

Daluwarsa dapat berlaku jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus
dipunyai oleh pemilik harta. Syarat-syarat tersebut lebih dititikberatkan pada
adanya itikad baik serta kesungguhan pemilik harta.

Daluwarsa tidak diakui menjadi salah satu cara perolehan hak milik atas
tanah jika sudah tidak mengandung maslahat. Baik bagi pemilik harta,
masyarakat sekitar dan segala aspek yang berkaitan dengannya.

Islam tidak mengakui permulaan daluwarsa yang disengaja untuk memiliki
sesuatu, karena mengusahakan kepemilikan dengan cara daluwarsa

merupakan hukum yang menafikan keadilan dan etika maupun akhlag.
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B. Saran-Saran

L.

Hendaknya terdapat buku khusus yang mengatur cara kepemilikan tanah
dalam Islam. Buku tersebut khusus hanya memuat peraturan-peraturan
kepemilikan tanah, yang mana cara kepemilikan tanah itu sangat banyak
sekali dan diantaranya yang menimbulkan pro dan kontra adalah
kepemilikan dengan cara daluwarsa.

Banyaknya kasus-kasus pertanahan saat ini, baik kasus-kasus baru maupun
kasus lama yang diangkat kembali, khususnya kasus-kasus pertanahan vang
berkaitan dengan cara kepemilikan, waktu kepemilikan memperlibatkan
betapa pentingnya kebutuhan akan suatu kepastian hukum kepemilikan

tanah.
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Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO

HLM

FN

TERJEMAHAN

o

BABI
Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya
kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hamba-Nya

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada
apa-apa yang diingini yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta
yang banyak dari jenis emas,perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. ITtulah kesenangan hidup di
dunia; dan di sisi Allahiah tempat kembali yang baik (syurga).

2

11

Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu
menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi orang yang
menanami tanah orang lain

12

17

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumidan apa yang
ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

12

18

Dan  janganlah sebahagian dari kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil

25

11

BABII
Tidak batal hak seseorang muslim atas pemiliknya vyang
terdahulu.

12

Barang siapa menguasai sesuatu benda selama dua puluh tahun
maka benda itu menjadi miliknya.

16

Barang siapa menguasai sesuatu benda selama dua puluh tahun
maka benda itu menjadi miliknya.

(e

BAB III
Sekumpulan qgaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang
harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik
mengenai orang, maupun mengenai harta

10

Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang waiib atas
seseorang bagi selainnya.

11

Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu
kekuasaan atau suatu beban hukum

Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-
benda atau hutang-hutang

13

Suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ untuk seseorang
terhadap orang lain




14 34 10 | Ketentuan yang memungkinkan pemiliknya menurut syara’
untuk  memangkas dengan cara menggunakan  dan
memanfaatkan ketika tidak ada penghalang yang bersifat syar’i

15 35 12| Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi

16 36 14 | Kepunyaan Allah-lah segala apa yang di langit dan di bumi

17 36 17 | Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawakan dari suatu
tempat ke tempat yang lain.

18 39 18 | Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
zalim

19 40 19 | Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan
yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah
menundukkan bagimu malam dan siang

20 40 20 | Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan
bagimu apa vang ada di bumi

21 40 21 | Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit

22 41 24 | Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi
adalah kepunyaan Allah?

23 41 25 | Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dari hamba-hamba-Nya.
Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang
bertagwa.

24 41 26 | Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang
ada di dalamnya

25 42 27 | Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu.

26 42 28 | Hai . orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan

Allah)sebagian dari rizki yang telah Kami berikankepadamu
sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli
dan tidak ada lagi persahabatanyang akrab dan tidak ada lagi
syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

I




27 1 47 34 | Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah it
menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi orang yang |
menanami tanah orang lain

28 47 35 | Barang siapa yang memakmurkan tanah vang tidak dimiliki
oleh seseorang, maka dia lebih berhak.

29 49 41 | Sesungguhnya Nabi SAW telah memberinya tanah di hadra-
maut

30 54 4 BAB IV

Milkiyah benda (materi) tidak dapat ditentukan waktunya.
Adapun milkiyah manfaat maka pada asalnya ditentukan |
waktunya

N

I



